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BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulisuraikan pada

bab sebelumnya maka dapat ditari kesimpulan sebagaiberikut :

1. Tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan farmasi tanpa

izin edar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.36 tahun 2009

tentang kesehatan adalah tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan

sediaan farmasi yg belum diregistrasi oleh pemerintah. Dalam hal ini

menteri kesehatan yang berhak memberi izin edar. Syarat sediaan farmasi

diberikan izin edar adalah sediaan farmasi tersebut telah lulus uji dari

segi mutu, keamanan dan kemanfaatan, tidak ada pantauan dari

pemerintah maka perbuatan Terdakwa bisa leluasa menjual produk tanpa

izin edar.

2. Tindakpidanaperedaransediaanfarmasitanpaizinedarmerupakanperbuatan

yang sangat merugikanbagimasyarakat,

karenaefekdarisediaanfarmasiyang tidak memilikinizintentu sangat

diragukankhasiat dan mamfaatnyakarenabelumterujisecaraklinis di

BPOM. dan atasperbuatanpidana yang dilakukanterdakwa sudah

memenuhiunsur pada Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang

Kesehatan, dimana pada Pasal 197 disebutkanhukumanmakasimal 12

tahun namun pada kenyataannyamajelis hakim hanyamenjatuhkan 1

bulanbagiterdakwainijelasjelas sangat melukai rasa



UNIVERSITAS BUNG HATTAUNIVERSITAS BUNG HATTA

104

keadilanhukumbagimasyarakat.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan penulis diatas, oleh karena itu

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut

1. PenulismengharapkankepadaPihakKepolisian, Dinas Kesehatan dan juga

Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) lebih

gencardalammelakukanpengawasan, tindakantegasdan

sidaklapanganterhadapoknumoknumpenjual baik yang

bersifatpribadimaupundalambentukapotik dan

Klinikkecantikandalammengedarkan dan menjualsedianfarmasi yang

belummemilikiizinedar dan yang mengandungzatkimia yang berbahaya

yang akanmerugikanmasyarakat

2. Penulisberharapkepadapihak-pihak yang termasukdalamLaw

enforcement, dapat menerapkanhukum yang seadiladilnya dan memenuhi

rasa keadilan, kemanfaatan dan rasa kepastian, jangan sampe orang yang

hanyamencuriayamdipenjara selama 4 tahunnsedangkan orang yang

menjualsedianfarmasi yang belummemilikiizinedar dan

mengandungzatkimia yang berbahayahanya di jatuhkanpidana 1 bulan.

Sangat mirismelihat negara kita yang selalumengatakan Indonesia adalah

negara Hukum, namunpenegakanhukumnyacarutmarut.

3. Dalam pengawasan dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang Balai

POM supaya lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan mulai dari



UNIVERSITAS BUNG HATTAUNIVERSITAS BUNG HATTA

105

tingkat daerah sampai dengan pusat. Yang menjadi objek pengawasan

adalah pihak-pihak yang terkait, mulai dari produksi sampai peredaran,

dengan lebih mengoptimalkan Badan Pengawas yang ada didaerah baik

dengan melibatkan seluruh unsur mulai dari masyarakat, aparat penegak

hukum maupun lembaga-lembaga tertentu. dengan demikian praktek jual

beli obat tanpa izin edar tidak begitu mudah didapatkan, dan dapat

mengurangi tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan sediaan

farmasi tanpa izin edar dan mengurangi tindak pidana yang dilakukan

oleh masyarakat dan tidak merugikan masyarakat.

4. Penulis berharap kepada putusan putusan oleh Mejelis Hakim nanti

mendapat keadilan bagi Korban korban (masyarakat) yang memakai

mendapat suatu keadilan atas kerugian yang di alami nanti oleh korban

dan bagi menjualsedianfarmasi yang belummemilikiizinedar dan yang

mengandungzatkimia yang berbahayatersebut yang

akanmerugikanmasyarakat nantinya.
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